BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi pustaka dan pembahasan yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan perkara Illegal Fishing dengan cara
menenggelamkan kapal yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia era
Joko Widodo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan era Susi Pudjiastuti
adalah sah. Hal ini telah sesuai dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh
Indonesia menjadi UU No 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations

Convention On The Law Of The Sea.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan serta
Instansi-instansi terkait agar meningkatkan upaya-upaya pengamanan atau
patroli secara rutin di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, guna
mencegah masuknya kapal-kapal asing supaya meminimalisir terjadinya

kegiatan lllegal Fishing.

2 Pemerintah Indonesia wajib melakukan sosialisasi kebijakan tentang
penenggelaman kapal yang melakukan [llegal Fishing kepada negara-negara
tetangga, maupun negara yang sering melakukan kegiatan Illegal Fishing di
Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia supaya tetap terjaganya

perdamaian serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara lain.
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Setiap warga negara Indonesia juga wajib memahami bahwa tindakan
penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing adalah sah-sah
saja menurut hukum nasional maupun hukum internasional, supaya tidak
memunculkan opini publik bahwa tindakan penenggelaman kapal asing
terlalu “over” atau berlebihan, meskipun di sisi lain, banyak warga yang
mengapresiasi tindakan peneggelaman kapal asing yang melakukan illegal

fishing tersebut.
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